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WAY KANAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN 2019 NOMOR 20

e —
PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Menimbang

KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI WAY KANAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Pasal 2 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik, Perangkat daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa
dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai
dengan peraturan perundang-undangan mengenai
pelaksanaan  Urusan Pemerintahan  Umum
diundangkan;

bahwa untuk mengisi kekosongan pemerintahan di
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan
berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Way Kanan, maka dibentuklah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dengan
Tipe B;

c. bahwa...


my computer
Rectangle


Mengingat

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17
Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2019, serta berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Way Kanan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang...
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tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor
156);

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan

(Lembaran...
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Menetapkan

(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Way Kanan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Way Kanan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Way Kanan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara pemerintahan daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

7.Badan...
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Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Way Kanan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan.
Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disebut
Ormas adalah  Organisasi  Kemasyarakatan
Kabupaten Way Kanan.

BAB Il

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

(1)

(2)

(1)

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 1

Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
memiliki hubungan struktural, koordinatif dan
fungsional dengan Bupati sebagai
penanggungjawab urusan kesatuan bangsa dan
politik di Kabupaten Way Kanan.

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2
Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa
dan politik Daerah yang menjadi kewenangan
serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan
kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
(2) Badan...
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(2) Badan dalam melaksanakan tugas scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang
kesatuan bangsa dan politik di wilayah
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan
ketahanan ekonomi, sosial adan budaya,
pembinaan kerukunan antar suku dan intra
suku, umat beragama, ras dan golongan
lainnya, pembinaan dan pemberdayaaan
organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di kabupaten
sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang
pembinaan ideologi pancasila adan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam
negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial
dan budaya, pembinaan kerukunan antar
suku dan intra suku, umat beragama, ras
dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemansyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan
konflik sosial di wilayah Daerah Kabupaten
sesuai dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan;

d.pelaksanaan...
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d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di
bidang pembinaan ideologi pancasila adan
wawasan  kebangsaan, penyclenggaraan
politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya,
fasilitasi organisasi kemansyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial diwilayah Daerah
Kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi
pimpinan daerah kabupaten;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan
Badan Kabupaten; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Program Anggaran dan
Keuangan; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama, membawahi:
1. Sub bidang Bina Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan; dan
2.Sub...
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(2)

(1)

2. Sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama.
d. Bidang Politik Dalam Negeri Organisasi
Kemasyarakatan, membawahi:
1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
e¢. Bidang  Kewaspadaan Nasional  dan
Penanganan Konflik, membawabhi:
1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan
Kerjasama Intelijen; dan
2. Subbidang Penanganan Konflik.
f. Unit Pelaksana Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana
tercantum pada Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin,
mengendalikan, mengawasi dan
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam
menyelenggarakan sebagian kewenangan
kabupaten  (desentralisasi) dalam bidang
kesatuan bangsa dan politik yang menjadi
kewenangannya serta tugas lain sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Untuk...
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(2)

. Q.

Untuk  melaksanakan  tugas  scbagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kcpala Badan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.

penyusunan program dan perumusan
kebijaksanaan operasional dalam bidang
kesatuan bangsa dan politik;

pengaturan perencanaan dan penetapan
standar/pedoman bidang kesatuan bangsa
dan politik;

penyediaan dukungan penyelenggaraan
pemilihan umum;

memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan
dan pengembangan sistemn politik;
pembinaan, pengendalian, pengawasan dan
kooordiasi dalam bidang kesatuan bangsa
dan politik dengan instasi terkait;
pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi baik dalam lingkungan kantor
maupun instansi-instansi di luar kantor
sesuai bidang tugasnya masing-masing;
pengendalian, pembagian tugas, pemberian
petunjuk, pembinaan, pengembangan,
pengawasan serta mengevaluasi
pelaksanaan tugas di lingkungan kantor dan
penyampaian laporan kinerja;

pemberian saran dan pertimbangan kepada
bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Bupati.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5..,
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(2)

3)

(4)

(5)

(1)
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Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas memberikan

pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a. koordinasi dan penyusunan program dan
anggaran di lingkungan Badan;

b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan
keprotokalan di Lingkungan Badan,;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan  di
lingkungan Badan;

d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha,
rumah tangga dan aset di Lingkungan Badan;

e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di
lingkungan Badan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh
atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris

yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan.

Sekretariat, membawabhi:

a. subbagian program anggaran dan

keuangan;dan

b. subbagian umum dan kepegawaian.

Masing-masing Subbagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang

Kepala Subbagian yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 6
Subbagian Program Anggaran dan Keuangan
bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi
penyusunan program dan anggaran,

pengelolaan dan data dan informasi,

pelaksanaan...
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pelaksannan monitoring dan evaluasi,

penyusunan laporan kinerja serta melakukan

pengelolaan keuangan, penatausahaan
akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada  ayat (1), Subbagian

Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian

tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana dan program kerja
operasional  kegiatan pelayanan  dan
pengoordinasian penyusunan rencana dan
program kerja Badan serta pengelolaan
administrasi dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan di Lingkungan Badan;

b. menyusun rencana operasional dan
koordinasi kegiatan dan program kerja di
Lingkungan Badan;

c. menyusun rencana strategis di Lingkungan
Badan;

d. menyiapkan bahan koordinasi dan
penyusunan rencana, program di
Lingkungan Badan,

e. menyiapkan bahan koordinasi dan
penyusunan anggaran di Lingkungan Badan;

f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman
teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di
Lingkungan Badan,;

g menyiapkan bahan penyusunan satuan
biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran,
petunjuk operasional kegiatan, dan revisi
anggaran;

h. melaksanakan pengumpulan bahan
anggaran  pendapatan, belanja  dan
pembiayaan di Lingkungan Badan;

i.melaksanakan...
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melaksanakan pengelolaan  administrasi
keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
melaksanakan penyusunan dan
pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta
tambahan penghasilan bagi pegawai negeri
sipil;
. merencanakan operasional kegiatan
penyusunan rencana dan program
adminstrasi pengelolaan keuangan;
melaksanakan penatausahaan pengelolaan
anggaran pendapatan dan belanja di
Lingkungan Badan;
. melaksanakan pembinaan  administrasi
keuangan dan penyiapan bahan pembinaan
administrasi akuntansi anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan di
Lingkungan Badan;
. menyiapkan bahan pertanggungjawaban
pengelolaan anggaran pendapatan, belanja
dan pembiayaan di Lingkungan Badan;
. melaksanakan pengoordinasian penyusunan
rencana dan program Kkerja pengelolaan
keuangan dengan para Kepala Bidang di
Lingkungan Badan,;
. melaksanakan penyusunan rencana
penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan
tugas pengelolaan keuangan;
. melaksanakan koordinasi teknis perumusan
penyusunan rencana dan dukungan
anggaran pelaksanaan tugas di Lingkungan
Badan,
melakukan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data dan statistik di Lingkungan
Badan,

s.melakukan...
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8. melakukan  pemantaunn  dan  evaluasi
pelaksanaan  program dan keglatan di
Lingkungan Badan;

L. menyusun laporan kinerja di Lingkungan
Badan;

u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;

v. melaksanakan koordinasi penyusunan
rencana dan program kerja dengan sub unit
kerja lain di Lingkungan Badan; dan

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh atasan.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas melaksanakan urusan persuratan, tata

usaha pimpinan, kearsipan, hubungan
masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah
tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a. menyusun rencana dan program kerja
operasional kegiatan pelayanan administrasi
umum  dan kerumahtanggaan serta
administrasi kepegawaian;

b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian
dan pengiriman surat-surat, naskah dinas
dan pengelolaan dokumentasi dan
kearsipan,;

c. melaksanakan pembuatan dan pengadaan

naskah dinas di Lingkungan Badan;

d.melaksanakan...
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- melaksanakan pengelolaan dan penyiapan
bahan  pembinaan  dokumentasi dan
kearsipan kepada sub unit kerja di
Lingkungan Badan;

melaksanakan  penyusunan  rancangan
peraturan perundang-undangan penunjang
pelaksanaan tugas;

melaksanakan dan penyiapan pengelolaan
dan pengendalian administrasi perjalanan
dinas;

melaksanakan pelayanan keprotokolan dan
penyelenggaraan rapat-rapat dinas;

. melaksanakan dan pelayanan hubungan

masyarakat;
melaksanakan pengurusan
kerumahtanggaan, keamanan dan

ketertiban kantor;

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan
serta  pengelolaan  lingkungan kantor,
gedung kantor, kendaraan dinas dan aset
lainnya;

. melaksanakan dan menyiapkan rencana
kebutuhan sarana dan prasarana
perlengkapan di Lingkungan Badan;
melaksanakan pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian dan inventarisasi
perlengkapan di Lingkungan Badan;

. menyusun bahan penataan kelembagaan
dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas di
Lingkungan Badan,;

. melaksanakan pengelolaan perpustakaan
dan pendokumentasian peraturan
perundang-undangan,;

o.melaksanakan. ..
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melaksanakan pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan dan pemeliharaan data serta
dokumentasi kepegawaian;

- menyusun dan menyiapkan rencana
kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
menyusun dan  menyiapkan bahan
administrasi kepegawaian yang meliputi
kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun,
kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes
dan pemberian penghargaan serta
peningkatan kesejahteraan pegawai;
menyusun dan menyiapkan pegawai untuk
mengikuti pendidikan/pelatihan struktural,
teknis dan fungsional serta ujian teknis;
memfasilitasi pembinaan umum
kepegawaian dan pengembangan karier
serta disiplin pegawai;

menyusun dan menyiapkan pengurusan
administrasi pensiun dan cuti pegawai;

. mengoordinasikan penyusunan administrasi
penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP),
Daftar Urut Kepangkatan (DUK),
sumpah/janji pegawai;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi pelayanan
administrasi umum dan kerumahtanggaan
serta administrasi kepegawaian dengan sub
unit kerja lain di Lingkungan Badan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh atasan.

Paragraf...
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Paragraf 3
Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Pasal 8

Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang
ideologi, wawasan kebangsaaan, bela Negara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika
serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan
penghayatan kepercayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Wawasan Kebangsaan

dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama
mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan
serta ketahanan ekonomi sosial dan budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayatan kepercayaan di
Kabupaten;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang
Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan
Sejarah  Kebangsaan serta Ketahanan

Ekonomi...
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Ekonomi Sosial dan Budaya, Fasilitasi
Pencegahan Penyalahgunaan  Narkotika
serta fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayatan kepercayaan di
Kabupaten;
pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta
ketahanan ekonomi sosial dan budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayatan kepercayaan di
Kabupaten;
. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta
ketahanan ekonomi sosial dan budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat
beragama dan penghayatan kepercayaan di
Kabupaten;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan
ekonomi sosial dan budaya, fasilitasi
pencegahan  penyalahgunaan narkotika
serta fasilitasi kerukunan umat beragama
dan penghayatan kepercayaan di
Kabupaten;dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh atasan. .
(3)Bidang...
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Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial Budaya, Agama membawahi:
a. subbidang Bina Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan;dan
b. subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama.
Masing-masing Subbidang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan

Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Pasal 9

Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan mempunyai tugas penyiapan bahan
penyusunan  program  kerja, perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang
ideology dan wawaasan kebangsaan, koordinasi
serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di
bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela
negara, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter
bangsa.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbidang Bina
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
a. mengumpulkan bahan keterangan dan

informasi di bidang ideologi dan wawasan

kebangsaan di Kabupaten;
b.memetakan...
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b. memetakan kondisi ideologi dan wawasan

kebangsaan di Kabupaten;

C. melaksanakan dan pengoordinasian
pemantapan  dan penguatan ketahanan
ideologi Negara dan wawasan kebangsaan di
Kabupaten;

d. melaksanakan penanganan dampak
perkembangan ideologi dan perubahan
lingkungan global dan regional terhadap
kehidupan nasional di Kabupaten;

€. melaksanakan penanaman dan pengamalan
nilai-nilai Pancasila di Kabupaten;

f. melaksanakan revitalisasi dan aktualisasi
nilai-nilai Pancasila di Kabupaten;

g melaksanakan pendidikan ideologi dan
wawasan kebangsaan di Kabupaten; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh atasan.

Pasal 10

Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Agama mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan  bahan  penyusunan program
kerja,perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, koordinasi, serta monitoring evaluasi
dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi,
sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayatan
kepercayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a.mengumpulkan...
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mengumpulkan bahan keterangan dan
informasi di bidang pembinaan karakter
bangsa di Kabupaten;

. memetakan kondisi pembinaan karakter
bangsa di Kabupaten;

melaksanakan dan pengoordinasian
pemantapan dan penguatan terhadap
pembinaan karakter bangsa di Kabupaten;

. melaksanakan pemantapan dan
peningkatan kesadaran bela negara dan
cinta tanah air di Kabupaten;

membentuk dan pengembangan karakter
bangsa di Kabupaten;

melaksanakan penanaman kecintaan
terhadap bendera, bahasa, dan lambang
negara, serta lagu kebangsaan Indonesia
sebagai sarana pemersatu, identitas, dan
wujud eksistensi bangsa yang menjadi
simbol kedaulatan dan kehormatan negara
di Kabupaten;

melaksanakan pemahaman sejarah
kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan
kebangsaan di Kabupaten,;

. melaksanakan pendidikan kewarganegaraan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945 di Kabupaten;

melaksanakan dan pembinaan pembauran
kebangsaan di Kabupaten;

melaksanakan pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika di Kabupaten;

. melaksanakan pembinaan kesadaran,
semangat, dan jiwa nasionalisme di

Kabupaten,

l.melaksanakan...
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l.  melaksanakan pembinaan dan
pemeliharaan integrasi hangsa di
Kabupaten;

m. melaksanakan peningkatan ketahanan dan
pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan di
Kabupaten; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh atasan.

Paragraf 3
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Kemasyarakatan

Pasal 11

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan  bertugas  melaksanakan
sebagian tugas Badan Kabupaten di Bidang
pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala
daerah, pemantauan situasi politik serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri

dan Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai
fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/pemilihan

umum kepala daerah, pemantauan situasi

politik. .,
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politik serta pendaltaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing di Kabupaten;

. penyusunan bahan perumusan kebijakan di
bidang pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/pemilihan
umum kepala daerah, pemantauan situasi
politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing di Kabupaten;

pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala
daerah, pemantauan situasi politik serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di
Kabupaten;

. pelaksanaan koordinasi di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintahan perwakilan dan
partai politik, pemilihan umum/pemilihan
umum kepala daerah, pemantauan situasi
politik serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi
sengketa ormas, pengawasan ormas dan
ormas asing di Kabupaten,

e.pelaksanaan...
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c. pelaknannan  monitoring,  evaluasi  dan
pelaporan di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demaokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintahan

perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan  umum kepala daerah,
pemantauan situasi politik serta
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas,
evaluasi dan mediasi sengketa ormas,
pengawasan ormas dan ormas asing di
Kabupaten; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan

Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Politik Dalam Negeri dan

Kemasyarakatan membawahi:

a. subbidang Politik Dalam Negeri;dan

b. subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

Masing-masing Subbidang sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang

Kepala Subbidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik

Dalam Negeri dan Kemasyarakatan.

Pasal 12
Subbidang Politik Dalam Negeri bertugas
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
program kerja, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring,
evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan

demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,

perwakilan...
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peowakilon dan partal polinik, pemilliban

v/ permdhihan v kepuda daerah, seria
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Untale  melaksanaknn  tagns — seboagnimans

dimaknud  poada nynt (1), Bubliddang  Palitik

Dalnim Negerl mempunyal rincian tagas sebogai

berlkut:

noomengumpulkan bohan keterangan dan
Informanl di bidang politik dalam  neger,
ketnhanan  ekonomi, wosial, budnya, dan
organinasl  kemawynrakatan  di - Wilayah
Kabupnten Way Kanan;

b, melaksanakan pemetaan  situasi, kondisi,
dan  unsur-unsur  yang mempengaruhi
politik dalam negeri di Kabupaten;

¢, meningkatkan pemahaman mengenii
demokrasi yang berdasarkan Pancasila di
Kabupaten;

d. meningkatkan partisipasi masyarakat di
bidang politik di Kabupaten;

¢. memfasilitasi peningkatan partisipasi
perempuan di bidang politik di Kabupaten;

[.  melaksanakan dan memfasilitasi pendidikan
politik di Kabupaten;

g. fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai
etika dan budaya politik di Kabupaten;

h. melaksanakan  penyusunan data  dan
informasi partai politik di Kabupaten;

i. melaksanakan fasilitasi peningkatan
kapasitas kelembagaan partai politik  di
Kabupaten;

J. melaksanakan verifikasi bantuan keuangan

partai politik di Kabupaten;

k.melaksanakan. ..
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k. melaksanakan komunikasi politik dengan
supra dan infra struktur politik dalam negeri
di Kabupaten;

. melaksanakan fasilitasi penanganan
masalah dinamika politik dalam negeri di
Kabupaten;

m. memlfasilitasi pelaksanaan verifikasi
keberadaan partai politik sebagai badan
hukum di Kabupaten;

n. melaksanakan  pemantau  pelaksanaan
pemilihan umum Presiden dan Wakil
Presiden di Kabupaten;

0. melaksanakan pemantauan pelaksanaan
pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

p- melaksanakan pemantau pelaksanaan
pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten;

q. melaksanakan pemantauan perkembangan
politik dalam negeri di Kabupaten;

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh atasan.

Pasal 13
Subbidang Organisasi Kemasyarakatan
bertugas melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan program kerja, perumusan
kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan
pelaporan di bidang serta pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi
sengeketa ormas, pengawasan ormas dan

ormas asing.

(2)Untuk...
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Untuk  melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbidang Organisasi
Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:

a. menyiapkan perumusan kebijakan dan
fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem
informasi organisasi kemasyarakatan,
pengembangan kemitraan organisasi
kemasyarakatan, pengembangan sumber daya
manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi
dan mediasi sengketa organisasi
kemasyarakatan dan organisasi
kemasyarakatan asing;

b. melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi
pendaftaran dan sistem informasi organisasi
kemasyarakatan, pengembangan kemitraan
organisasi kemasyarakatan, pengembangan
sumber daya manusia organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi
sengketa organisasi kemasyarakatan dan

organisasi kemasyarakatan asing;

c. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi

pendaftaran dan sistem informasi organisasi
kemasyarakatan, pengembangan kemitraan
organisasi kemasyarakatan, pengembangan
sumber daya manusia organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi
sengketa organisasi kemasyarakatan dan

organisasi kemasyarakatan asing;

d. melaksanakan pembinaan umum di bidang

pendaftaran dan sistem informasi organisasi
kemasyarakatan, pengembangan kemitraan
organisasi kemasyarakatan, pengembangan
sumber daya manusia organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi

sengketa...
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sengketn  organisasl  kemawsyarnkatan  dan
organisasi kemasyarakatan asing,

¢. melaksanakan pemberian  bimbingan teknin
dan supervisi di bidang pendaftaran  dan
sistem informasi organisasi kemasyarakatan,
pengembangan kemitraan organisasi
kemasyarakatan, pengembangan sumber daya

manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi

dan mediasi sengketa organisasi
kemasyarakatan dan organisasi
kemasyarakatan asing;

f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pendaftaran dan sistem
informasi organisasi kemasyarakatan,
pengembangan kemitraan organisasi
kemasyarakatan, pengembangan sumber daya
manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi
dan mediasi sengketa organisasi
kemasyarakatan dan organisasi
kemasyarakatan asing;

g. melaksanakan pelayanan pendaftaran,
pemetaan, pembinaan, dan pengawasan
organisasi kemasyarakatan, organisasi
kemasyarakatan asing, dan lembaga asing,
serta pengelolaan sistem informasi organisasi
kemasyarakatan di Kabupaten; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh atasan.

Paragraf 4
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik

Pasal 14...
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Pasnl 14

Bidang Kewaspadnan Nasional dan Penanganan
Konflik bertugas melaksanakan scbagian tugas
Badan  Kabupaten Way Kanan di bidang
kewaspadaan  dini, kerjnsama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing
dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan
antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan

Nasional dan Penanganan Konflik, mempunyai

fungsi:

8  penyusunan program kerja di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja
asing dan Lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan antar  negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di Kabupaten;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan
di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga
kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di
Kabupaten;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga Kerja
asing dan Lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan  antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta

penanganan konflik di Kabupaten;

d.pelaksanaan...
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d.  pelaksanaan koordinnnsi di bidang
kewaspadaan dinl, kerjasama Intelijen,
pemantauan  orang asing, tenaga kerja

asing dan Lembaga asing, kewaspadaan
perbatasan  antar  ncgara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di Kabupaten,;

e. pelaksanaan monitoring, cvaluasi, dan
pelaporan di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang
asing, tenaga kerja asing dan Lembaga
asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di
Kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan

Konflik, membawahi:

a. subbidang Kewaspadaan Dini  dan
Kerjasama Intelijen;dan

b. subbidang Penanganan Konflik.

Masing-masing Subbidang sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang

Kepala Subbidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Pasal 15...
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Pannl 15

Subbidang Kewanpadann Dini dan Kerjasnma

Intelijen  bertugnn  melaknanakan  penylapan

bahan penyusunan program kerja, perumusan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
kewaspadaan  dini,  kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang

kewaspadaan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Subbidang

Kewaspadaan Dini da Kerjasama Intelijen

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. memetakan kondisi stabilitas keamanan
dalam negeri, dampak teknologi dan
informasi, keberadaan dan aktivitas orang
asing serta pemetaan konflik di Kabupaten;

b. melaksanakan kerja sama dalam
meningkatkan stabilitas keamanan dalam
negeri di Kabupaten,

c. melaksanakan kerja sama dalam
pengembangan sumber daya manusia
bidang intelijen di Kabupaten;

d. melaksanakan peningkatan kewaspadaan
terhadap perkembangan teknologi dan
informasi di Kabupaten;

e. melaksanakan pembinaan Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat di
Kabupaten;

f. melaksanakan koordinasi kewaspadaan

perbatasan antar negara di Kabupaten;

e. melaksanakan.....
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g. melaksanakan pemantauan, evalunsi, dan
koordinasi pelaksanaan penelitian asing di

Kabupaten;
h. melaksanakan kerja sama pengawasan dan

pengamanan orang asing dan tenaga kerja
asing di Kabupaten; dan
i, melaksanakan tugas lain yang diberikan

atasan.

Pasal 16
(1) Subbidang penanganan konflik bertugas

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
perumusan  kebijakan,

kebijakan, koordinasi,

program  kerja,

pelaksanaan

monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
penanganan konflik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbidang
Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:

a. mengumpulkan bahan keterangan dan
informasi di bidang penanganan konflik di
Kabupaten;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan
di bidang koordinasi pencegahan dan
penghentian konflik dan pemulihan pasca
konflik serta monitoring dan evaluasi di
Kabupaten,

c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan
umum di bidang pencegahan dan penghentian
konflik dan pemulihan pasca konflik serta

monitoring dan evaluasi di Kabupaten,

d.menyiapkan...
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d. menylapkan bahan  pemberian  bimbingan
teknis dan supervisl di bidang pencegahan
dan penghentinn  konflik dan  pemulihan

pasca konflik serta monitoring dan evaluasi
di Knbupalten;

¢. menyiapkan bahan pelaksanaan
pemantauan, cvaluasi, dan pelaporan di
bidang pencegahan dan penghentian konflik
dan pemulihan pasca konflik;

(. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan
evaluasi pencegahan konflik, penghentian
konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai
ketentuan perundang-undangan di
Kabupaten; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh atasan.

BAB 111
TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi baik di lingkungan interen
Organisasi maupun antar satuan organisasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way
Kanan serta dengan instansi lain di luar
Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan
sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan
Badan wajib mengawasi bawahannya masing-
masing dan apabila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
(3)Setiap...
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6)

(7)

(8)

Hetlap phmpiooan anlt orgnnsiaal b Lingkangan
Bandan harus moenecrapkan  sistem pengendalian
intern pemerintobh di Doghoangan masing masing
untule  mewujudknn  terdaksananys  mekaniame
akuntabilitas — publik — melalul penyusunan
perencanann, pelaksanann, dan pelaporan kinera
yang terintegran),

Setlap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan
Badan  bertanggung  jawab  memimpin  dan
mengoordinasikan bawshannya serts memberikan
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas
Kedinasan,

Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan
Badan bertanggung jawab kepada atasan dan
menyampaikan laporan sccara berkala terhadap
pelaksanaan tugas masing-masing,

Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan
Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-
masing serta memberikan laporan tepat pada
waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahan, wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih
lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada
bawahan.

Sctiap atasan satuan organisasi di Lingkungan
Badan wajib melaksanakan pengawasan melekat
(WASKAT).

Pasal 18...
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Pasal 18

(1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan
yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya
sccara teratur, jelas serta tepat waktu atau
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara
penyampaiannya, berpedoman kepada

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19
(1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala
Badan diwakili oleh Sekretaris Badan.
(2) Apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan
berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang
dengan memperhatikan senioritas kepangkatan

dan atau bidang tugasnya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 20
Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari
jabatan struktural serta jabatan fungsional ditetapkan

sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat
yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai
dengan ditetapkannya Pejabat baru berdasarkan
Peraturan Bupati ini.
Pasal 22...
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Panal 22
Peraturnn Bupnti nd malal berlakoa pada tanggsl

divndangkan
Apar setinp orang mengetahuinya, memerintabikan
pengundangan  Peraturan  Bupatiini dengan

penempatannya dalam  Beritn Dacrah Kabupaten

Way Kannn.

Ditetapkan di Blambangan Umpu

pada tanggal 19 Agustus 2019

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu

pada tanggal 19 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto
SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 20

ina (1V.a)

L V¥, 32926 200212 1 003
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36
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGgI,

AN KESATUAN BANGSA D LITIK
KABUPATEN WAY KANAN AN PO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN WAY KANAN

[ o]

SEKRETARIAT
{ 1
KELOMPOK JABATAN SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
FUNGSIONAL KEUANGAN
BIDANG POUTIK DALAM NEGERI DAN BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
BIDANG IDEOLOG!, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, ‘ORGANISAS| KEMASYARAKATAN PENANGANAN KONFLIK

SOSIAL, BUDAYA, AGAMA

SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN
KEBANGSAAN

KERJASAMA INTELIJEN

SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SUB BIDANG ORGANISASI SUB BIDANG PENANQANAN KONFUK
SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA KEMASYARAKATAN

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA
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